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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah 

mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Otonomi Daerah 

dan Hubungan Pusat dan Daerah  kepada DPR untuk di undangkan, 

sedangkan menurut Islam ada pada masa pemerintahan „Umar bin 

Khatab dan Pada  Masa pemerintahan Bani Ummayah. 

2. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah 

mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Pembentukan dan 

Pemekaran Serta Penggabungan Daerah kepada DPR untuk di 

undangkan, sedangkan menurut Islam ada Pada masa „Umar Ibn al-

Khathab. 

3. Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah 

mengajukan Rancangan Undang – Undang tentang Pengolaan 

Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya, yang 

Berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kepada 

DPR untuk di undangkan, sedangkan menurut Islam kewenangan ini 

dibuat melalui Rancangan undang-undang oleh al-sulthah al-

tasri‟iyah (lembaga legislatif) yang didasari dari ketentuan-ketentuan 

sumber syari‟at Islam. 

 

B. Saran 

1. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak 

diamandemenkannya UUD 1945, sebagai lembaga konstitusional 

dengan memiliki 3 (tiga) fungsi: Legislasi, Representasi dan 

Pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya 

mempertahankan DPD karena Peran DPD sangat dibutuhkan dengan 

menunjukan representasi wilayah dari perwakilan daerah. 

2. Fungsi DPD sebenarnya dapat dikatakan tidak mempunyai fungsi 

ketatanegaraan yang berarti. Peran-perannya yang sering dilakukan 

untuk menyampaikan aspirasi rakyat daerah terhadap pusat 

sebenarnya dapat dilakukan oleh Ormas dan LSM atau oleh media 

massa.  
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Lembaga legislatif hendaknya memberikan kewenangan kepada 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  untuk membentuk undang-

undang. Karena, yang menjadi penghambat pengembangan di daerah, 

adalah DPD tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-

undang.  
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